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Abstrak

Penerapan Universal Health Coverage (UHC) yang berada di negara Indonesia yaitu seluruh
orang yang berkewarganegaraan Indonesia akan diberikan akses pelayanan kesehatan oleh pemerintah
yang mereka butuhkan, kapan pun waktunya, dimana pun tempatnya. Negara Indonesia menggunakan
sistem kesehatan yang telah disetujui oleh WHO yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan
Kesehatan Nasonal di Indonesia merupakan salah satu program dalam pelaksanaan SDGs yang
diselenggarakan dinegara Indonesia target utamanya menjamin kualitas kesehatan yang merata. Jenis
penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantiatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar pekerja bukan penerima upah pada wilayah kerja
BPJS Kesehatan Kota Sukoharjo. Sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 100 sampel dengan
perhitungan menggunakan rumus slovin tingkat kesalahan nya adalah 10 % sekitar 99,9 jadi pembulatan
sampelnya adalah 100. Variabel pengeluaran untuk makan responden paling banyak adalah
>Rp.1.000.000,-, sejumlah 50. Variabel pengeluaran non makanan responden paling banyak adalah <
Rp.800.000,- dengan persentase 53%. Variabel pengeluaran non essensial responden paling banyak
adalah Rp. 500.000,-, sejumlah 39%. Variabel peserta BPJS Kesehatan PBPU (Pekerja Bukan Penerima
Upah) yang dikategorikan mampu membayar iuran setiap bulan berjumlah 59%, Sedangkan untuk
jumlah peserta yang dapat dikategorikan tidak mampu untuk membayar berjumlah 41%.

Kata Kunci : Universal Health Coverage, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peserta BPJS Kesehatan PBPU, Pengeluaran,
Kemampuan Untuk membayar

Implementing Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia denotes that the government will
ensure all citizens may access necessary health services at any time and location. Indonesia's health system,
the Indonesia Social Security System (SJSN), aligns with the World Health Organization (WHO) standards.
Indonesia’s National Health Insurance program is a crucial initiative aligned with the Sustainable
Development Goals (SDGs). Its primary objective is to ensure equitable health quality for all citizens. The
research adopted quantitative research. The population were all BPJS Health participants registered as non-
wage earners in the BPJS Insurance Office in Sukoharjo City. The sample consisted of 100 respondents, and
calculations were made using the Slovin formula. The error rate was approximately 10%, equating to around
99.9, and the sample size was rounded to 100. Most respondents reported expenditures on food exceeding
Rp1,000,000, with 50 individuals. In contrast, most respondents' non-food expenses were less than Rp.
800,000, accounting for 53% of the sample. The most non-essential expenditure variable of respondents was
Rp. 500,000, -, a total of 39%. The variable of BPJS participants (Non-Wage Recipient Workers) who were
categorized as capable of making monthly contributions is 59%, whereas 41% of participants are classified
as unable to make these payments.

Keywords : BPJS Participants PBPU, Expenses, Financial Feasibility, National Social Security System, Universal Health
Coverage
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PENDAHULUAN

Penerapan Universal Health Coverage
(UHC) yang berada di negara Indonesia dapat
diartikan  bahwa seluruh orang yang
berkewarganegaraan Indonesia akan diberikan
akses pelayanan kesehatan oleh pemerintah
yang mereka butuhkan, kapan pun waktunya,
dimana pun tempatnya, dan dengan tanpa
kesulitan finansial hal ini merupakan misi dan
komitmen dari WHO untuk negara maju dan
berkembang.

Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) merupakan sebuah sistem pelaksanaan
kewajiban negara dalam upaya menjamin aspek
Kesehatan dan aspek Sosial peserta jaminan
sosial nasional yang diatur dan dilaksanakan
oleh BPJS.

BPJS Kesehatan adalah Lembaga
sosial yang dibentuk oleh Pemerintah
Indonesia. BPJS Kesehatan menjadi Lembaga
yang menaungi program-program sosial dan
kesehatan yang ada di Indonesia. Menurut UU
No. 24 tahun 2011. Secara tidak langsung, jenis
kepersertaan BPJS untuk jenis yang pertama
terdapat BPJS dengan kepersataan mandiri dan
tidak ada subsidi untuk pembayarannya contoh
dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),
Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)
adalah kelompok vyang bekerja maupun
berusaha atas resiko seperti pekerja mandiri
ataupun pekerja di luar hubungan kerja dengan
pemerintah dan regulasi keternagakerjaan yang

telah ditetapkan.

Ability To Pay (ATP) atau Kemampuan Untuk
Membayar menjadi tolak ukur dalam menilai
tingkat  kemapuan  Masyarakat  dalam

membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan

Data progres pencapaian Universal
Health Coverage di BPJS Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo pada tahun 2024 disajikan dalam
bentuk diagram sebagai berikut :

Gambar 1. Progres Pencapaian UHC di BPJS Kesehatan

Sukoharjo

Progress Pencapaian UHC
(Universal Health Coverage
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METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif deskriptif dengan Penyajian data
menggunakan tabel distribusi frekuensi dan
narasi/interpestasi. Teori yang digunakan
adalah teori modifikasi teori dari Ascobat Gani.
Lokasi Penelitian di  BPJS Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan pada
bulan Februari 2024.

Populasi dalam penelitian seluruh
peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar sebagai
kelompok pekerja bukan penerima upah
(PBPU). Dengan teknik pengambilan sampel
dengan perhitungan menggunakan rumus jenis

slovin.



sebanyak 100 responden. Instrument dalam
pengambilan data menggunakan kuesioner
dengan pertanyaan terbuka diolah dengan cara
Editing, Coding , Processing, dan Cleaning.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Pedagang 3 3%
Buruh 12 12%
Wiraswasta 40 40%
Guru Honorer 3 3%
lHustrator 1 1%
Supir 1 1%
Kebersihan 1 1%
Fotografer 1 1%
Penjaga Konter 1 1%
Mahasiswa 1 1%
Total 100 100%

Berdasarkan hasil pada tabel 2

Karakteristik responden berdasarkan jenis

pekerjaan yang paling banyak adalah jenis

pekerjaan wiraswasta dengan jumlah data

sebanyak 40%.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik Frekuensi Persentase (%)
Responden
Usia (Tahun)
19-24 15 15%
25-30 19 19%
31-35 12 12%
36 - 40 14 14%
40 - 45 11 11%
46 - 50 3 3%
51-55 16 16%
60 - 66 10 10%
Total 100 100%
Jenis Kelamin
Laki — Laki 73 73%
Perempuan 27 27%
Total 100 100%

Bedasarkan tabel 1. maka diketahui
bahwa Kkarakteristik responden berdasarkan
usia yang paling banyak adalah di kategori usia
25 — 30 tahun dengan jumlah data sebanyak
19%, Karakteristik responden berdasarkan jenis
kelamin yang paling banyak adalah gender laki
— laki dengan jumlah data sebanyak 73%.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

Karyawan 14 14%
Karyawan Swasta 21 21%

Penjahit 1 1%

SD 7 7%
SMP 15 15%
SMA 31 31%
SMK 19 19%

D1 2 2%

D3 7 7%

S1 18 18%

S2 1 1%
Total 100 100

Berdasarkan hasil pada tabel 3.

Karakteristik ~ berdasarkan  Pendidikan

terakhir yang ditempuh oleh responden
adalah SMA dengan jumlah data 31%.



2. Kemampuan Untuk Membayar (Ability

To Pay)
1) Tingkat Pendapatan

Penyajian data yang berdasarkan
tingkat pendapatan responden yang bisa
dilihat pada tabel distribusi sebagai berikut :

Tabel 4. Tingkat Pendapatan

Pendapatan Frekuensi Persentase
(Rp) (%)
< 2.215.482,- 42 42%
=2.215.482,- 20 20%
>2.215.482,- 38 38%
Total 100 100%
Tabel 4. menunjukkan  untuk

pendapatan atau penghasilan dari responden
setiap bulannya tertinggi adalah kelompok
<2.215.612,- dengan data sebanyak 42%,
Sedangkan untuk kelompok >2.215.612,-
sebanyak 38%, Dan untuk kelompok
=2.215.612,- berjumlah 20%.

2) Tingkat Pendapatan Berdasarkan
UMR

Penyajian data tingkat
pendapatan responden berdasarkan
UMR (Upah Minimum Rata — Rata)
kota Sukoharjo pada tahun 2024
adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Distribusi Frekuensi

Tabel 5. menunjukkan untuk
pendapatan atau penghasilan  dari
responden setiap bulannya berdasarkan
UMR (Upah Minimum Rata — Rata)
kota Sukoharjo pada tahun 2024 berada
pada kategori cukup berjumlah 58%,
dan untuk kategori rendah berjumlah
42%.

3) Pengeluaran untuk Makanan
Pengeluaran untuk makanan
adalah jumlah dari seluruh dari
pengeluaran responden selama satu
bulan Maka dapat dilihat pada tabel

distribusi berikut ini :

Tabel 6. Distribusi frekuensi pengeluaran

makanan
Pengeluaran untuk  Frekuensi Persentase (%
makan (Rp)
<Rp. 1.000.000,- 44 44%
Rp. 1.000.000,- 6 6%
>Rp. 1.000.000,- 50 50%

Pendapatan
Tingkat Frekuensi  Persentase
Pendapatan (%)
(Rp)
Rendah 42 42%
Cukup 58 58%

Total 100 100%

Tabel 6. rﬁéﬁunjukkan bahwa
pengeluaran untuk makan responden
paling banyak adalah >Rp. 1.000.000,-
Sedangkan
1.000.000,-
berjumlah 44%, dan untuk pengeluaran
Rp. 1.000.000,- berjumlah 6%.

,sejumlah 50%,

pengeluaran <Rp.

4) Pengeluaran untuk non Makanan

Pengeluaran untuk  non
makanan adalah jumlah dari

seluruh pengeluaran responden



selama satu bulan, Penyajian data

pengeluaran non makanan dapat Tabel 8. menunjukkan bahwa
dilihat pada tabel distribusi pengeluaran non essensial
frekuensi berikut : responden paling banyak adalah

Tabel 7. Distribusi frekuensi non Rp. 500.000,-, sejumlah 39%,

pengeluaran makanan
Sedangkan  pengeluaran  <Rp.

Pengeluaran untuk  Frekuensi Persentase ( 500.000,- berjumlah 33%, dan
non makanan (Rp) untuk pengeluaran non essensial
< Rp. 800.000,- 53 53%

Rp 800.000,- 8 8% paling sedikit adalah >Rp.
> Rp. 800.000,- 39 39% 500.000,- dengan persentase 28%.
Total 100 100%

6) Gambaran Kemampuan untuk membayar
Tabel 7. menunjukkan bahwa

pengeluaran non makanan Kemampuan untuk membayar

responden paling banyak adalah < iuran BPJS kesehatan dikategorikan ke

Rp. 800.000,- dengan persentase dalam mampu dan tidak mampu
53%, sedangkan untuk > Rp. berdasarkan hasil perhitungan dengan
800.000,- memiliki persentase menggunakan rumus ATP 1, seserang
39%, dan untuk pengeluaran non dapat  dikatakan ~mampu  untuk

makanan paling sedikit adalah Rp membayar iuran apabila hasil dari ATP

800.000,- dengan persentase 8%. 1 melebihi maupun sama dengan
jumlah biaya untuk membayar iuran

BPJS Kesehatan berdasarkan kelas

5) Pengeluaran non essensial

Pengeluaran untuk  non .
iuran.

essensial adalah jumlah dari ) B o
Berikut adalah penyajian distribusi

seluruh  pengeluaran responden .
frekuensi kemampuan untuk

yang sudah rumah tangga selama . .
membayar iuran BPJS setiap bulan :

satu  bulan  Penyajian  data

pengeluaran non makanan dapat Tabel 9. Distribusi frekuensi kemampuan untuk
. . membayar iuran responden peserta BPJS Kesehatan
dilinat pada tabel distribusi PBPU setiap bulan
frekuensi berikut :
Tabel 8. Distribusi frekuensi non Pendapatan Frekuensi Persentase
Essensial
(Rp) (%)
Pengeluaran ~ Frekuensi  Persentase < 2.215.482,- 42 42%
untuk non (%) = 2215.482,- 20 20%
essensial(Rp)
<Rp. 33 33% >2.215.482,- 38 38%
500.000,- 39 39% Total 100 100%
Rp 28 28%

500.000,-
> Rp.
500.000,-

Total 100 100% 5




Tabel 9. menunjukkan jumlah
peserta BPJS Kesehatan PBPU
(Pekerja Bukan Penerima Upah)
yang  dikategorikan mampu
membayar iuran setiap bulan

berjumlah 59%, Sedangkan untuk

jumlah  peserta yang

dikategorikan tidak mampu untuk

membayar berjumlah 41%.:
KESIMPULAN

1. Pendapatan atau penghasilan
dari responden setiap
bulannya tertinggi adalah
kelompok <2.215.612,-
dengan data sebanyak 42%,
Sedangkan untuk kelompok
>2.215.612,- sebanyak 38%,
Dan untuk kelompok
=2.215.612,- berjumlah 20%.

2. Pengeluaran untuk makan
responden paling banyak
adalah >Rp. 1.000.000,-,
sejumlah 50%, Sedangkan
pengeluaran <Rp. 1.000.000,-
berjumlah 44%, dan untuk
pengeluaran Rp. 1.000.000,-
berjumlah 6%.Ada hubungan
antara pengetahuan dengan
kepesertaan program BPJS
Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo, dimana nilai P
Value = 0,000 < (0,05).

3. Pengeluaran non makanan responden paling
banyak adalah < Rp. 800.000,- dengan
persentase 53%, sedangkan untuk > Rp.
800.000,- memiliki persentase 39%, dan

untuk pengeluaran non makanan paling sedikit adalah
Rp 800.000,- dengan persentase 8%.

. Pengeluaran non essensial responden paling banyak

adalah Rp. 500.000,-, sejumlah 39%, Sedangkan
pengeluaran <Rp. 500.000,- berjumlah 33%, dan untuk
pengeluaran non essensial paling sedikit adalah >Rp.
500.000,- dengan persentase 28%.

5. Jumlah peserta BPJS PBPU (Pekerja Bukan Penerima

Upah) yang dikategorikan mampu membayar iuran
setiap bulan berjumlah 59%, Sedangkan untuk jumlah
peserta yang dapat dikategorikan tidak mampu untuk
membayar berjumlah 41%.

Data dengan jumlah tertinggi peserta BPJS PBPU pada
kategori kelas 111 dengan jumlah 68%, untuk kelas Il memiliki
data sejumlah 24%, dan data dengan jumlah terendah berada
pada kategori kelas | dengan jumlah data 8%.

SARAN

1. Untuk seluruh peserta BPJS Kesehatan

khususnya untuk peserta BPJS Pekerja
Bukan Penerima Upah (PBPU) untuk
rutin setiap bulan membayar iuran
wajib setiap bulan supaya tidak terjadi
penunggakan dan pemberian denda
oleh pihak BPJS Kesehatan yang
membuat peserta menjadi lebih
terbebani, dan ketika kita
membutuhkan BPJS untuk berobat
dengan biaya yang tinggi  tidak
merasakan  gelisah.  Serta tidak
membebankan pihak keluarga karena

harus mengurus keaktifan peserta.

. Untuk pihak BPJS  Kesehatan

diharapkan  untuk  mengingatkan
peserta BPJS Peserta Bukan Penerima
Upah (PBPU) mengenai pembayaran

iuran secara merata melalui fitur



didalam aplikasi mobile jkn,
. Penelitian Demi tercapainya
Universal Health Coverage
(UHC) yang memiliki makna
Kesehatan yang merata
untuk seluruh masyarakat di
Indonesia, pihak  BPJS
Kesehatan ~ meningkatkan
kerja sama lintas sektoral
dengan dinas sosial untuk
meninjau kembali peserta
BPJS Kesehatan berstatus
BPJS Kesehatan Penerima
Bantuan luran (PBI) dan
Pekerja Bukan Penerima
Upah  (PBPU)  dengan
menyesuaikan dari
kemampuan untuk
membayar (ability to pay),
pendapatan, jumlah
pengeluaran, jumlah beban

anggota keluarga.
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